HUKUM MASYARKAT DAN PENEGAKAN HUKUM

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sisterm sosial. Fungsi sistem
sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyvarakat,
sehingga tercipta suatu Keadaan yang tertib, Hal inl mengakibatkan bahwa tugas
hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilal kepentingan
hukum (rechiszekerheid).

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat
bahkan bisa jugs dikatakan sebaga dua sisi dan satu mata uang. Susah untuk
mengatakan adanya masyarakal lanpas ada sudlu kslertiban, bagaimanapun
kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa vang
disebut sebagai ketertiban ftu tidak didukung olefy’ berbagal lembaga secara
bersama-sama oleh berbagal lembaga secara bersama-sama, seperhl hukum
dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam
norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan
ketertiban itu. Sekalipun bukd ini membicarakan lentang hukum, tetapi
terhadap para pemakai buku ini dimintakan perhatian, bahwa hukum bukaniah
satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan,
walaupun di dalam kenvataan gl Indenesia kecenderungannya adalah demilkian,
sehingga pengertian law enforgément begitu populer. Selain itu, ada
kecenderungan yang kuat unfUksmengartikan penegakan hukum sebagai
pelaksanaan Keputusan-keputusan hakim Parlu dicatat bahwa
pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai
kelemahankelemahan, apabils pelaksagasn ““pefandang-undangan atau
keputusan-keputusgnehakim tesebut malkhan mengganggu kedamaian di
dalam petgaulan hidupg
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSIPELANGGARAN

. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun dengan
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar
rupiah).

. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai
dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
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Bab I

Pengertian Hukum




Bab 1

Pengertian Hukum

A. Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang
sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum
memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan,
dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek
penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum
terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu
terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat
pada situasi yang mengelilinginya.

Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum

disebabkan:

1. karena luasnya lapangan hukum itu;

2. kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut
(filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga
hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya
memuat salah satu paket dari hukum saja;

3. objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal
masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga

definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.

Kemudian Lemaire mengatakan, bahwa hukum yang banyak
seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak

mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya. Di
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samping itu, L.J. Van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa tidak
mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-
sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn
menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian
luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu

rumus secara memuaskan.

Penulis-penulis [lmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga
sependapat dengan L.J. Van Apeldoorn, seperti Sudirman

«

Kartohadiprodjo mengatakan, “.. jikalau kita menanyakan apakah
yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai tidak adanya
persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan”.
Kemudian Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak
seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa
kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan

hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna.

Sesungguhnya apabila diteliti benar-benar, akan sukar bagi kita
untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah
dijelaskan para sarjana hukum itu sendiri belum dapat
merumuskannya suatu definisi hukum yang memuaskan semua
pihak. Sebagai pedoman/pegangan apa yang dimaksud dengan
hukum itu adalah “semua peraturan yang berisi perintah dan
larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika

peraturan itu dilanggar”. Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun
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suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya

memberikan hukuman pada si pelanggar.

Di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli hukum

tentang definisi hukum sebagai berikut:

Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur
dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang
tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk
memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh
makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur
tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang
ada pada masyarakat.

E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang
mengandung pertimbangan Kkesusilaan ditujukan pada
tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi
pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan
dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar

peraturan itu.
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7.

10.

11.

12.

Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang
dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat
menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain
memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat
memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi
kepentingan orang dalam masyarakat.

Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada
masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu
menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama,
kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri
atas norma dan sanksi-sanksi.

E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah
dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota
masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran
petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh
pemerintah atau penguasa itu.

M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma)
yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam
pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian
jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri
sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan

kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
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13.].T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh
badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan

hukuman.

Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum
melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan
peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan
normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan
normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa
yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan

bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut.

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer
membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar,

sebagai berikut:

a. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang
tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi
diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan
hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.

b. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada
hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala

bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan
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keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang
benar-benar objektif.

c. Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak
seharihari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari
menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam
perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat
kekuasaan  pemerintah, pelanggaran tersebut oleh
masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa
(misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu,
mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam

hari).

Pengertian dan asas itu penting dipelajari karena masing-masing
mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam
unsurunsur hukum (gegevens van het recht) yang terdiri atas unsur

ideal dan unsur riil.

Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat
diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan.
Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta,
karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah, yang dilandasi logika dari
aspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematik, dan
pengertian. Unsur ini menghasilkan ilmu tentang pengertian. Unsur
karsa harus diasuh, yang dilandasi etika dan beraspek konatif.
Adapun unsur rasa harus diasih, yang dilandasi estetika dan

beraspek efektif. Karsa (etika) dan rasa (estetika) menghasilkan
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nilai, asas, dan kaidah. Nilai dan asas menjadi objek kajian filsafat

hukum, sedangkan kaidah menjadi objek kajian ilmu tentang kaidah.

Di samping itu, unsur riil karena sifatnya yang konkret,
bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan
melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek

ekstern sosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Penggabungan antara filsafat hukum, dogmatik hukum (ilmu
tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian), dengan ilmu tentang
kenyataan menghasilkan politik hukum. Politik hukum tersebut
merupakan disiplin hukum khusus (bersegi khusus), yang mencakup
teknologi hukum (keterampilan hukum) dan disiplin tata hukum
yang terdiri atas disiplin hukum tata negara, disiplin hukum
administrasi negara, disiplin hukum pribadi, disiplin hukum harta
kekayaan, disiplin hukum keluarga, disiplin hukum waris, disiplin

hukum pidana, dan disiplin hukum acara.

B. Tugas dan Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial.
Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan
anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal
ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan,
yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerheid).

Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya
terdapat dalam perumusan kaidah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP,
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dengan rumusannya, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa
orang lain, diancam karena pembunuhan ..," adalah memberikan
nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang
menghilangkan jiwa orang lain, akan dihukum. Rumusan Pasal 338
KUHP selanjutnya bersambung dengan kalimat," .. dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun." Rumusan terakhir ini
merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang
berperikelakuan.

Jadi, setiap orang yang melakukan pembunuhan (menghilangkan
jiwa orang lain), pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan
yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi tergantung kepada berat
ringannya kesalahan yang dilakukan. Di sinilah letaknya nilai
kesebandingan hukum.

Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia
terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan
kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian,
menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya
hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan
demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah
menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo
Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah
menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum
diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan

dan ketenteraman bersama.
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Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum
adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan
ketertiban dan keseimbangan. Demikian juga Soejono mengatakan,
bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu,
yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai
sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan
ketenteraman masyarakat. Adapun Purnadi Purbacaraka dan
Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah
kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern
antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan
juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada
ketenteraman atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan
bersama senantiasa menghendaki ketertiban. Sebaliknya manusia
secara individu, menginginkan adanya kebebasan yang mengarah
kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram
atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman dari luar
dan tidak ada konflik dalam diri pribadi.

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah
disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang
tujuan hukum tersebut, yaitu:

1. Teori Etis (ethische theori).

2. Teori Utilitis (utiliteis theort).

3. Teori Gabungan/Campuran (verenigings theori/gemengde

theori).
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Teori Etis (ethische theori) memandang bahwa hukum
ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin
dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata
bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan
umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua
kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu
peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu

kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.

Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui
penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum
positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.
Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau “tidak adil”
dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”,
berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu
norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya

karena norma ini termasuk ke dalam tata hukum positif.

Masalah keadilan Aristoteles membedakan antara keadilan
distributif dengan keadilan korektif atau remedial. Keadilan
distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada
setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Yang
dinilai adil di sini adalah jika setiap orang mendapatkan hak atau
jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan,
kedudukan, dan kemampuan. Di sini bukan kesamaan yang dituntut

tetapi perimbangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat
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(1) disebutkan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak
berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi presiden, tetapi
hanyalah orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun

masih harus diadakan pemilihan.

Adapun keadilan korektif atau remedial (komutatif) adalah
keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya
dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di
masyarakat keadilan remedial (komutatif) merupakan kewajiban
setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah
kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan

sama tanpa memandang kedudukannya.

Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk
undangundang, maka keadilan remedial (komutatif) merupakan
urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang
mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan

orang (equality before the law).

Teori Etis menurut LJ. Van Apeldoorn berat sebelah karena,
melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup
memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan
umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan pasal dalam

undangundang yang berbunyi, “barang siapa ..”. Ini berarti hukum
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itu bersifat menyamaratakan, dengan demikian setiap orang

dianggap sama.

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap
orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti
tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang
disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering
menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini
menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Oleh karena itu, hukum
harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan,
sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk
memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.

Dalam hal ini teori etis itu berat sebelah.

Selanjutnya, teori Utilitis (utiliteis theori) dari Jeremy Bentham
berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan
kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan
teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai
dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan
kebahagiaan, dan tidak memperhatikan Kkeadilan. Padahal

kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

Untuk menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya
berlandaskan pada salah satu teori di atas, tetapi keduanya harus
dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan
atau campuran (verenigings theorie/gemengde theorie). Menurut

'I' Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 13



teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi

juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea
keempat disebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjosisworo
mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah
menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup
bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam

seluruh lapisan masyarakat.

Apa yang terkandung dalam pendapat para sarjana, maupun teori
itu menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau
keserasian antara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan

penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.

C. Fungsi Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang
atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk
keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya

dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah
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menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta
menyelesaikan masalahmasalah yang timbul.

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

1. pengawasan atau pengendalian sosial (social control);

2. penyelesaian sengketa (dispute settlement);

3. rekayasa sosial (social engineering).

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto,

mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut:

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai
sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada
anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan
suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di
samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk
menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang
dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa
fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi
hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah
memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak
manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peters
sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi

hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

Pertama, perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini
disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum

(the policemen view of the law).
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Kedua, perspektif social engineering merupakan tinjauan yang
dipergunakan oleh para pejabat (the officials perspective of the law)
dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh

pejabat/penguasa dengan hukum.

Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.
Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the
bottom's up view of the law) dan dapat pula disebut perspektif

konsumen (the consumer's perspective of the law).

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas,

dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga
masyarakat untuk berperilaku.

b. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
Penyelesaian sengketa (dispute settlement).

d. Rekayasa sosial (social engineering).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya
tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum
telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku,
yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan
diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan

suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.
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Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang
dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup semua kekuatan
yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut
teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak

menghubungkannya dengan hukum pidana.
Selanjutnya Soleman B. Taneko, mengatakan:

"Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan
perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi
beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap
masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik
dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-
langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan
memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk”.

Berdasarkan keterangan di atas, hukum adalah suatu sarana
pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun
perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Contoh
dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan
penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan, yaitu Pasal 351
KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Norma hukum tersebut jelas
merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga
masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

penderitaan pada orang lain.

Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya
dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan

memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum.
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Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa
pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif.
Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya
perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk

mengembalikan keserasian yang terganggu.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute
settlement). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam
masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan
keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company),
yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai
perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan

sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan.

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu
masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang
disebut Pengadilan dan ada juga diselesaikan dengan sendiri oleh
orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang
yang ada di sekitarnya. Hal ini telah dijelaskan oleh T.O. Ihromi,
yaitu:

Dalam masyarakat mana pun sebenarnya banyak sengketa
diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan
dengan bantuan orangorang yang ada di sekitarnya. Dalam
proses penyelesaian sengketa terutama di daerah pedesaan,
sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh

orangorang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang
lebih penting dibandingkan dengan orang-orang lain. Mereka
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itu pimpinan informal, dan diakui oleh masyarakat sekitarnya
sebagai juru bicara, yang dapat menyuarakan norma yang
berlaku sehingga dapat mengukur, sampai berapa jauh terjadi
pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada
pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan
kembali.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering)
menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat
dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan
yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak
sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.
Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan

perubahan masyarakat.

D. Pengertian Tata Hukum

Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut recht orde, yaitu
susunan hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri
atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa, sehingga
orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya
untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam
masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung
selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang.

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga
bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum
Indonesia. Guna mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk

mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini di dalam Negara
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Kesatuan Republik Indonesia. Tata hukum yang sah dan berlaku
pada waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif (ius
constitutum). Adapun tata hukum yang diharapkan berlaku pada
waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum dapat menjadi
ius constitutum, dan ius constitutum dapat hapus dan diganti dengan
ius constitutum baru yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa
berkembang. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada buku ke satu
tentang perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Proses penggantian aturan-aturan hukum
seperti itu akan harus dilakukan oleh manusia selama pergaulan
hidup menghendaki adanya rasa keadilan yang sesuai kebutuhan
akan ketertiban dan ketenteraman hidupnya.

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang
ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara
satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hal ini
dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut:

a. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara
pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum
pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum
acara pidana. Dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka

hukum acara pidana tidak akan berfungsi.
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b. Hukum Kkeluarga berhubungan dan saling menentukan
dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan
oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada
para ahli warisnya perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli
warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya
ditentukan oleh hukum waris.

E. Sejarah Tata Hukum di Indonesia

Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggrisnya adalah
history. Asal katanya, yaitu historiai dari bahasa Yunani yang artinya
hasil penelitian. Dalam bahasa Latinnya adalah historis. Istilah ini
menyebar luas menjadi historia (bahasa Spanyol), historie (bahasa
Belanda), histoire (bahasa Prancis), dan storia (bahasa Italia).
Adapun dalam bahasa Jermannya, semula dipergunakan istilah
Geschichte, yang berasal dari kata geschehen, yang berarti sesuatu
yang terjadi. Adapun istilah historie menyatakan kumpulan fakta
kehidupan dan perkembangan manusia.

Dengan demikian, sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa
lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, kisah, hikayat, dan
sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti-bukti
sebagai hasil suatu penelitian. Di samping itu, sejarah dapat juga
diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa
lalu. Menurut Soerjono Soekanto, sejarah adalah pencatatan yang
bersifat deskriptif dan interpretative, mengenai kejadian-kejadian
yang dialami oleh manusia pada masa-masa lampau, yang ada

hubungannya dengan masa kini.

'I' Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 21



Apabila dilihat dari kegunaannya, sebagai pegangan dapat
diartikan sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian
penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh
setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Jadi, sejarah tata hukum
Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting
mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu
diketahui, diingat, dan dipahami oleh bangsa Indonesia.

Sejarah tata hukum Indonesia terdiri atas sebelum tanggal 17
Agustus 1945 dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum
tanggal 17 Agustus 1945 terdiri atas:

1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) (1602-1799).
Masa Besluiten Regerings (1814-1855).

Masa Regerings Reglement (1855-1926).
Masa Indische Staatsregeling (1926-1942).
Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945).

S

Adapun sesudah tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

Masa 1945-1949 (18 Agustus 1945 - 26 Desember 1949).
Masa 1949-1950 (27 Desember 1949 - 16 Agustus 1950).
Masa 1950-1959 (17 Agustus 1950 - 4 Juli 1959).

Masa 1959-sekarang (5 Juli 1959-sekarang).

1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VoC) (1602-1799)

W N

Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di
Indonesia hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada

umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum
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adat. Setelah orang-orang Belanda berada di Indonesia dengan
mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun
1602 dengan tujuan supaya tidak terjadi persaingan antarpara
pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi,
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar di
pasaran Eropa. Vereenigde Oostindische Compagnie dalam berdagang
diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang disebut hak
octrooi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan,
mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak
uang.

Dengan hak octrooi itu VOC melakukan ekspansi penjajahan di
daerah kepulauan Nusantara, dan menanamkan penekanan dalam
bidang perekonomian dengan memaksakan aturan hukumnya yang
dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi.

Peraturan tersebut merupakan hukum positif orang Belanda di
daerah perdagangan, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang
dijalankan di atas kapal-kapal dagang. Ketentuan hukum tersebut
sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan
hukum disiplin. Sejak Gubernur Jenderal Pieter Both diberi
wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan oleh VOC di
daerah yang dikuasainya, maka setiap peraturan yang dibuat itu
diumumkan berlakunya melalui "pelekat’. Kemudian pelekat itu
dihimpun dan diumumkan dengan nama Statuten Van Batavia

(Statuta Betawi) pada tahun 1642.
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Statuta tersebut berlaku sebagai hukum positif baik orang-orang
pribumi maupun orang pendatang dan sama kekuatan berlakunya
dengan peraturan lain yang telah ada. Peraturan hukum yang dibuat
oleh VOC, pada masa ini pun kaidah hukum adat Indonesia tetap
dibiarkan berlaku bagi orang Bumiputra (pribumi). Akan tetapi,
dalam berbagai hal VOC mencampuri peradilan adat dengan alasan-
alasan, bahwa:

» sistem hukum pada hukum adat, tidak memadai untuk
memaksakan rakyat menaati peraturan-peraturan;

» hukum adat ada kalanya tidak mampu menyelesaikan
suatu perkara, karena persoalan alat-alat bukti;

» adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum
adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut
hukum positif merupakan tindak pidana yang harus

diberikan suatu sanksi.

Salah satu contoh tentang campur tangan penjajah adalah
diadakannya pakem cirebon sebagai pegangan bagi hakim peradilan
adat, yang isinya antara lain memuat sistem hukuman, seperti
pemukulan, cap bakar, dan dirantai. Pada zaman ini daerah
Indonesia, misalnya Aceh sudah dikenal sistem penghukuman yang
kejam seperti hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan
perzinaan, hukuman potong tangan bagi orang mencuri, hukuman
menumbuk kepala dengan alu lesung bagi orang pembunuh tanpa

hak.
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Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ketika VOC berkuasa,
tata hukum yang berlaku adalah aturan-aturan yang berasal dari
negeri Belanda dan aturan yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal
yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC, serta aturan tidak tertulis
maupun tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yakni
hukum adatnya masing-masing. Pada tanggal 31 Desember 1799,
pemerintah Belanda akhirnya membubarkan VOC karena banyak

menanggung utang.

2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855)

Menurut Pasal 36 Nederlands Grondwet tahun 1814 (UUD Negeri
Belanda 1814) menyatakan bahwa Raja yang berdaulat, secara
mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan
dan harta milik negara di bagian-bagian lain. Kekuasaan mutlak raja
itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan
yang berlaku umum dengan sebutan Algemene Verordening
(Peraturan Pusat). Karena peraturan pusat itu dibuat oleh raja, maka
dinamakan Koninklijk Besluit (besluit raja) yang pengundangannya
dibuat oleh raja melalui Publicatie, yakni surat selebaran yang
dilakukan oleh Gubernur Jenderal.

Dilihat dari isi Koninklijk Besluit itu mempunyai dua sifat
tergantung dari kebutuhannya, yaitu:

1. Besluit sebagai tindakan eksekutif raja, misalnya ketetapan

pengangkatan Gubernur Jenderal;
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2. Besluit sebagai tindakan legislatif, yaitu mengatur misalnya
berbentuk Algemene Verordening atau Algemene Maatregel

Van Bestur (AMVB) di negeri Belanda.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan di Nederlands Indie
(Hindia Belanda), raja mengangkat Komisaris Jenderal yang terdiri
atas Elout, Buyskes, dan Vander Capellen. Para Komisaris Jenderal
itu tidak membuat peraturan baru untuk mengatur
pemerintahannya, dan tetap memberlakukan undang-undang dan
peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris berkuasa di
Indonesia, yakni mengenai landrente dan usaha pertanian dan
susunan pengadilan buatan Raffles. Dalam bidang hukum peraturan
yang berlaku bagi orang Belanda tidak mengalami perubahan,
karena menunggu terwujudnya kodifikasi hukum yang direncanakan
oleh pemerintah Belanda. Lembaga peradilan yang diperlakukan

bagi orang pribumi tetap dipergunakan peradilan Inggris.

Untuk memenuhi kekosongan kas negara Belanda sebagai akibat
dari pendudukan Prancis tahun 1810-1814, Gubernur Jenderal Du
Bus de Gesignes memperlakukan politik agraria dengan cara
mempekerjakan para terpidana pribumi yang dikenal dengan
dwangarbeid (kerja paksa) berdasarkan pada Staatsblad 1828

Nomor 16, yang dibagi atas dua golongan, yaitu:

1. yang dipidana kerja rantai;

2. yang dipidana kerja paksa.
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Dipidana kerja rantai, ditempatkan dalam suatu tuchtplaats dan
akan dipekerjakan pada openbare werker di Batavia dan Surabaya.
Adapun yang dipidana kerja paksa, baik yang diupah maupun tidak,
ditempatkan dalam suatu werkplaats dan akan dipekerjakan pada

landbouweta blissementen yang dibuat oleh Pemerintah.

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda berhasil
mengkodifikasikan hukum perdata. Pengundangan hukum yang
sudah berhasil dikodifikasi itu baru dapat terlaksana pada tanggal 1
Oktober 1838. Hal ini disebabkan terjadinya pemberontakan di
bagian selatan Belanda pada bulan Agustus 1830. Selanjutnya, timbul
pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang
Belanda yang berada di Hindia Belanda. Untuk maksud itu pada
tanggal 15 Agustus 1839 menteri jajahan di Belanda mengangkat
Komisi undang-undang bagi Hindia Belanda yang terdiri atas Mr.
Scholten van Oud Haarlem sebagai ketua, Mr. ]J. Schmither, dan Mr.
J.F.H. van Nes sebagai anggota. Komisi ini dalam tugasnya dapat
menyelesaikan beberapa peraturan yang kemudian oleh Mr. H.L.

Wicher disempurnakan, yaitu:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan
Organisasi Pengadilan (POP).

2. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan
Umum tentang Perundang-undangan.

3. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum
Sipil (KUHS)/Perdata (KUH Perdata).
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4. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD).
5. Reglement op de Burgerlijke Rechts vordering (RV) atau

peraturan tentang Acara Perdata (AP).

Berdasarkan kenyataan sejarah di atas dapat dijelaskan bahwa
tata hukum pada masa Besluiten Regerings (BR) terdiri atas
peraturan tertulis yang dikodifikasikan, dan yang tidak dikodifikasi,
serta peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku

bagi orang bukan golongan Eropa.

3. Masa Regerings Reglement (1855-1926)

Di negeri Belanda terjadi perubahan Grondwet (UUD) pada tahun
1848 sebagai akibat dari pertentangan Staten General (Parlemen)
dan Raja yang berakhir dengan kemenangan Parlemen dalam bidang
mengelola kehidupan bernegara. Adanya perubahan Grondwet itu
mengakibatkan juga terjadinya perubahan terhadap pemerintahan
dan perundangundangan jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini
dicantumkannya Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) Grondwet yang
menyatakan bahwa ayat (I) raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas
daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Ayat (II) dan
(IV) aturan tentang kebijaksanaan pemerintah ditetapkan melalui
undang-undang sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang.
Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan

harta, kalau diperlukan akan diatur melalui undang-undang.
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Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (I), (II), dan (IV) di atas,
kekuasaan raja terhadap daerah jajahan menjadi berkurang.
Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan
oleh raja dengan Koninklijk Besluitnya, tetapi ditetapkan bersama
oleh raja dengan parlemen, sehingga sistem pemerintahannya
berubah dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer.

Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dengan parlemen
untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah
Regerings Reglement. Regerings Reglement ini berbentuk undang-
undang yang diundangkan melalui Staatsblad 1855 Nomor 2 yang
isinya terdiri atas 130 pasal dan 8 bab dan mengatur tentang
pemerintahan di Hindia Belanda, sehingga RR ini dianggap sebagai
undang-undang dasar pemerintahan jajahan Belanda.

Politik hukum pemerintahan Belanda yang mengatur tentang tata
hukum dicantumkan dalam Pasal 75 RR dan asasnya sama
sebagaimana termuat dalam Pasal 11 AB, yaitu dalam menyelesaikan
perkara perdata hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum
perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi
orang bukan Eropa.

Selanjutnya RR mengalami perubahan pada tahun 1920 pada
pasal tertentu, sehingga dinamakan RR baru yang berlaku sejak
tanggal 1 Januari 1920 sampai tahun 1926. Golongan penduduk
dalam Pasal 75 RR itu diubah dari dua golongan menjadi tiga
golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan

Indonesia (Pribumi).
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Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab
hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui Staatsblad
1866 Nomor 55 sebagai hasil saduran dari Code Penal yang
berlaku di Belanda pada waktu itu.

2. Algemeen Politie Strafreglement sebagai tambahan kitab
hukum pidana untuk golongan Eropa tahun 1872.

3. Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui
Staatsblad 1872 Nomor 85 yang isinya hampir sama dengan
Kitab Hukum Pidana Eropa tahun 1866.

4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa melalui
Staatsblad 1872 Nomor 111.

5. Wetboek van Strafrecht diundangkan pada tahun 1915 dengan
Staatsblad 1915 Nomor 732 di Hindia Belanda dalam suatu
kodifikasi yang berlaku bagi semua golongan penduduk mulai
tanggal 1 Januari 1918.

4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)

Pada tanggal 23 Juni 1925 Regerings Reglement tersebut diubah
menjadi Indische Staatsregeling (IS) atau peraturan ketatanegaraan
Indonesia yang termuat dalam Staatsblad 1925 Nomor 415 yang
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya IS
tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama
yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan sifatnya masih
pluralistis khususnya hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan

Pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia
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Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi

hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa,

Timur Asing, dan Pribumi yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS.

Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya adalah untuk

menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing

golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan Eropa sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS

R

adalah hukum perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) dan
Wetboek van Koophandel (WvK) yang diundangkan
berlakunya tanggal 1 Mei 1848, dengan asas konkordansi.
Adapun hukum pidana materiil, yaitu Wetboek van Strafrecht
(WvS) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1918
melalui Staatsblad 1915 Nomor 732, dan hukum acara yang
dilaksanakan dalam proses pengadilan bagi golongan Eropa
di Jawa dan Madura diatur dalam Reglement op de Burgerlijke
Rechts Vordering untuk proses perdata, dan Reglement op de
Straf Vordering untuk proses perkara pidana, yang keduanya
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Adapun susunan peradilan yang dipergunakan untuk
golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah:

a. Residentte Gerecht;

b. Raad van Justitie;

c. Hooggerechtshof.
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Adapun acara peradilan di luar Jawa dan Madura diatur dalam
Rechtsreglement  Buitengewesten (RBg)  berdasarkan
Staatsblad 1927 Nomor 227 untuk daerah hukumnya masing-

masing.

2. Bagi golongan Pribumi (Bumiputra).

a. Hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis, tetapi
dengan adanya Pasal 131 ayat (6) IS kedudukan
berlakunya hukum perdata adat itu tidak mutlak, dan
dapat diganti dengan ordonansi jika dikehendaki oleh
pemerintah Hindia Belanda. Keadaan demikian telah
dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi
yang diberlakukan untuk semua golongan, yaitu:

1. Staatsblad 1933 Nomor 48 jo. Staatsblad 1939 Nomor
2 tentang peraturan pembukuan kapal;

2. Staatsblad 1933 Nomor 108 tentang peraturan umum
untuk perhimpunan koperasi;

3. Staatsblad 1938 Nomor 523 tentang ordonansi orang
yang meminjamkan uang;

4. Staatsblad 1938 Nomor 524 tentang ordonansi riba.
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Adapun hukum yang berlaku bagi golongan pribumi,

yaitu:

1.
2.

Staatsblad 1927 Nomor 91 tentang koperasi pribumi;
Staatsblad 1931 Nomor 53 tentang pengangkatan wali
di Jawa dan Madura;

Staatsblad 1933 Nomor 74 tentang perkawinan orang
Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon;

Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan jiwa
bagi orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa,
Amboina, Saparua, dan Banda;

Staatsblad 1939 Nomor 569 tentang Maskapai Andil;
Staatsblad 1939 Nomor 570 tentang Perhimpunan

Pribumi.

Semua Staatsblad di atas adalah ordonansi yang berkaitan

dengan bidang hukum perdata.

. Hukum pidana materiil yang berlaku bagi golongan

pribumi, adalah:

1.

Hukum pidana materiil, yaitu Wetboek van Strafrecht
sejak tahun 1918 berdasarkan Staatsblad 1915 Nomor
723.

Hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura,
adalah Inlandsch Reglement (IR) dan hukum acara

pidana bagi mereka diatur dalam Herzien Inlandsch
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R

Reglement (HIR) berdasarkan Staatsblad 1941 Nomor
44 tanggal 21 Februari 1941. HIR ini berlaku di

landraad Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Susunan peradilan bagi pribumi di Jawa dan Madura

adalah:

District Gerecht, di daerah pemerintahan distrik

(kewedanaan);

. Regentschaps Gerecht, di daerah Kabupaten yang

diselenggarakan oleh Bupati, dan sebagai Pengadilan
banding;

Lanraad, terdapat di kota Kabupaten dan beberapa
kota lainnya yang diperlukan adanya peradilan ini, dan
mengadili perkara banding yang diajukan atas putusan

Regentschaps Gerecht.

Bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, susunan
organisasi peradilannya untuk golongan pribumi diatur
dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), dan

lembaga peradilannya adalah:

1. Negorijrecht bank, terdapat pada desa (nagari) di

Ambon;

2. Districts Gerecht, terdapat di tiap kewedanaan dari

keresidenan Bangka, Belitung, Manado, Sumatra Barat,

Tapanuli, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
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3. Magistraats Gerecht, menangani keputusan Districts
Gerecht di Belitung dan Manado, sedangkan untuk
Ambon menangani keputusan Negorijrecht bank.

4. Landgerecht, kedudukan dan tugasnya sama dengan
landraad di Jawa, tetapi untuk daerah landraad Nias,
Bengkulu, Majene, Palopo, Pare-Pare, Manokwari, dan
Fak-Fak, jabatan ketua dapat diserahkan kepada
pegawai pemerintah Belanda, karena kekurangan

sarjana hukum.

3. Bagi golongan Timur Asing, berlakulah:

d.

Hukum perdata, hukum pidana adat mereka menurut
ketentuan Pasal 11 AB, berdasarkan Staatsblad 1855
Nomor 79 (untuk semua golongan Timur Asing);

Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya bagi
golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda
melalui Staatsblad 1924 Nomor 557. Untuk daerah
Kalimantan Barat berlakunya BW tanggal 1 September
1925 melalui Staatsblad 1925 Nomor 92.

WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum
pidana materiil.

Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan
hukum acara yang berlaku bagi golongan Pribumi, karena
dalam praktik kedua hukum acara tersebut digunakan

untuk peradilan bagi golongan Timur Asing.
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Dalam penyelenggaraan peradilan, di samping susunan peradilan
yang telah disebutkan di atas juga melaksanakan peradilan lain,

yaitu:

1. Pengadilan Swapraja;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Militer.
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Masyarakat, Kaidah, Moral
dan Hukum




Bab II
Masyarakat, Kaidah, Moral dan Hukum

A. Masyarakat dan Hukum
Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan

sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu
mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada
suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian
segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai
ketertiban itu tidak didukung oleh berbagai lembaga secara
bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti
hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai
berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya
dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun buku ini membicarakan
tentang hukum, tetapi terhadap para pemakai buku ini dimintakan
perhatian, bahwa hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang
menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

a) Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak
mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain, mengingat
dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan
berikut ini. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat.
Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak

ada hukum.
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b) Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya
suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum
kalau masyarakatnya tidak ada.

Hal yang tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum

juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui

masyarakat di mana menjadi warga atau anggotanya, untuk
memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan
yang sebaik dan sewajar mungkin.

Melihat realitas yang seperti itu hukum itu pada hakikatnya

dapat dikatakan sebagai berikut:

a. Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap
orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan
haknya tersebut.

b. Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak
seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu
atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan
batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi

wajarnya hak orang lain.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan
dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.
Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban
yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut

ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat
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yang berlain-lainan. Sifat yang berbeda-beda ini disebabkan oleh
karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu
mempunyai sifat-sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat
pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi
tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam kata-kata Radbruch
“ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen Ideal und

Wirklichkeit”. (Satjipto Rahardjo, 1996: 13-14).

Penegasan di atas tersebut dapat diartikan bahwa manusia tidak
dapat dilepaskan dari tatanan. Tatanan itu sendiri merupakan

produk yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dirinya sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo (2007: 7), sepanjang sejarahnya
manusia meninggalkan jejak-jejak yakni manusia ingin diikat dan
ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama manusia
tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya
sendiri manakala dirasakan tidak cocok lagi. Manusia membangun
dan mematuhi hukum (making the law) dan merobohkan hukum

(breaking the law).

Melihat pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa manusia dalam hal ini masyarakat sengaja atau tidak sengaja
tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri.
Peraturanperaturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi

pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana
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yang  dibolehkan dan  perbuatan mana yang  tidak
dibolehkan/dilarang.

Sebagaimana dikatakan di atas peraturan-peraturan atau
katakanlah hukum dalam arti sebagian merupakan karya manusia
yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah
laku. Artinya ini merupakan pencerminan dari kehendak manusia
tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana
harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu
mengandung rekaman dari ideide yang dipilih oleh masyarakat
tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide seperti ini misalnya tentang

membicarakan konsep keadilan.

Selanjutnya perkembangan peraturan-peraturan tersebut
ditentukan juga oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya
peraturanperaturan dikatakan baik apabila dalam masyarakat
mengormati dan menghargai serta mentaati perturan-peraturan
tersebut. Sebaliknya peraturan tersebut dikatakan buruk, apabila
masyarakat tidak menghargai atau tidak mentaati peraturan
tersebut. Dengan demikian masyarakat sangat menentukan
keberlangsungan peraturan tersebut ke depan. Dapat saja peraturan
tersebut diganti atau dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apabila peraturan tersebut
dianggap sudah ketinggalan zaman, maka diusahakan ada yang baru
dari peraturan tersebut. Misalnya pergantian peraturan perundang-

undangan.
a
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Hal yang perlu diingat bahwa agar peraturan-peraturan tersebut
diharapkan memberi hasil yang baik, maka sasarannya perlu
dipastikan secara benar. Artinya peraturan-peraturan tersebut dari
sisi sasarannya harus jelas terlebih dahulu. Peraturan yang tidak
atau kurang jelas jangan dipaksakan untuk diberlakukan, karena

dapat menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat.

B. Kaidah Hukum

Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama
atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan
yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam
pergaulan hidup. Dengan kata lain kaidah adalah petunjuk hidup
yang harus diikuti.

Berdasarkan makna kaidah tersebut, dapat dikatakan kaidah
mempunyai fungsi sebagai petunjuk kepada manusia bagiamana
bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Sesungguhnya
kaidah memiliki 2 (dua) macam isi, yakni sebagai berikut:

a. Kaidah berisi tentang perintah yakni keharusan bagi
seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-
akibatnya dipandang baik.

b. Kaidah berisi larangan yakni keharusan bagi seseorang untuk
tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak

diperkenankan.

Dalam pergaulan hidup dikenal 4 (empat) macam jenis kaidah

yakni sebagai berikut:
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a. Kaidah Agama
Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang berasal dari
Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Penganut meyakini
dan mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal
dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup.

b. Kaidah Kesusilaan
Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai
individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.
Kaidah ini dianggap sebagai peraturan hidup sebagai suara
hati.

c. Kaidah Kesopanan
Kaidah kesopanan adalah kaidah yang didasarkan atas
kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berulang-ulang
dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kaidah ini sering
disebut juga dengan peraturan hidup yang timbul dari
pergaulan manusia itu sendiri.

d. Kaidah Hukum
Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari
kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tertulis
ataupun tidak tertulis oleh penguasa, dan pelaksanaannya
dipaksakan. Karenanya apabila tidak dilaksanakan mendapat

sanksi.
Menurut Achmad Ali (1996: 57), asal-usul kaidah hukum dapat
dibedakan atas 2 (dua) macam yakni sebagai berikut:
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a. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya
di dalam masyarakat yang berasal dari proses pemberian
ulang, legitimasi, dari suatu kaidah sosial non hukum (moral,
agama, kesopanan) menjadi suatu kaidah hukum.

b. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung
terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak
berasal dari kaidah sosial ini sebelumnya.

C. Moral dan Hukum

Sesungguhnya istilah moral berhubungan dengan manusia
sebagai individu, sedangkan hukum (kebiasaan, sopan santun)
berhubungan dengan manusia sebagai makluk sosial.

Ada adaqium yang menyatakan “Undang-Undang kalau tidak
disertai moralitas”. Adaqium itu dapat diterjemahkan mengandung
makna bahwa hukum tidak berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum
kosong tanpa moralitas. Karenanya kualitas hukum harus selalu
diukur dengan moral.

Hal yang tak terbantahkan walaupun hubungan hukum dan
moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab
dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan
moral atau ada undang-undang yang immoral yang berarti terdapat
ketidak cocokan antara hukum dan moral.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007), moral dan hukum

terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin
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pelaksanaannya dan daya kerjanya. Untuk perbedaan antara
keduanya diuraikan di bawah ini:
1) Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan:

a) Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai
individu.

b) Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat

2) Perbedaan antara moral dan hukum dalam han isi:

a) Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau
memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah
(ditujukan kepada sikap lahir).

b) Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku
lahiriah.

3) Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya:

a) Moral itu otonom

b) Hukum itu heteronom (moral objektif atau positif)

4) Perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin
pelaksanaannya.
Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat
heteronom berbeda dengan moral dalam cara menjamin
pelaksanaannya. Moral berakar dalam hati nurani manusia,
berasal dari kekuasaan dari dalam diri manusia. Disini tidak ada
kekuasaan luar yang memaksa manusia mentaati perintah moral.
Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat
perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan sukarela.

Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada dibelakang moral
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5)

adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing
juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting.
Perbedaan hukum dan moral dalam daya kerjanya.

Hukum mempunyai 2 daya kerja yakni memberika hak dan
kewajiban yang bersifat normatif dan atributif. Moral hanya
membebani manusia dengan kewajiban semata-mata Bersifat
normatif. Perbedaan ini merupakan penjabaran dari perbedaan
tujuan.

Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib dan
membebani manusia dengan kewajiban demi manusia lain. Moral
yang Dbertujuan penyempurnaan manusia mengarahkan
peraturanperaturannya kedapa manusia sebagai individu demi
manusia itu sendiri.

Hukum menuntut legalitas yang dituntut adalah pelaksaan atau
pentaatan kaedah semata-mata. Sementara moral (kesusilaan)
menuntut moralitas yang dituntut adalah perbuatan yang
didorong oleh rasa wajib. Kewajiban adalah beban kontraktual

sedangkan tanggung jawab adalah beban moral.
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Bab III

Sumber-Sumber Hukum

A. Pengertian Sumber Hukum

Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini
disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum
itu diartikan. Misalnya sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak
sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian
pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan
pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis.

Menurut Paton (1972: 188), para ahli hukum menggunakan
istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat
orangorang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi
pembentuk  undang-undang menggali bahan-bahan dalam
penyusunan undangundang. Sumber hukum dalam arti tempat
orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber
hukum tertulis dan sumbersumber hukum lainnya yang dapat
diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-
orang tertentu. Untuk mencari sumber hukum berupa undang-
undang, outusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum,
jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang
untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang
berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pengertian
sumber hukum dapat berbeda-beda. Untuk itu sebagai pegangan
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dalam mempelajari makna sumber hukum, di bawah ini pengertian
dari beberapa ahli tentang sumber hukum.

Zevenbergen sebagaimana dikutip Achmad Ali (1996:116),
menyatakan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum,
sumber yang menimbulkan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa
saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan
yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau
dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. C.S.T Kansil
(1989: 46).

B. Sumber-sumber Hukum Material dan Formal

Dalam sistem hukum baik Eropa Kontinental maupun sistem
hukum Angloxason sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber
hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formal.
Khusus dalam sistem hukum Eropa Kontinental lebih fokus pada
sumber hukum dalam arti formal. Alasanya adalah sumber hukum
formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat
masyarakat. Selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk
keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum.

Sementara dalam sistem hukum Angloxason tetap melihat
sumber hukum dalam dua pengetian di atas yakni materil dan
formal. Dalam sistem hukum Angloxason, sumber hukum materil
diartikan sumber berasalnya substansi hukum, sedangkan sumber
hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya kekuatan

mengikat.
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Untuk Indonesia sendiri yang merupakan eks jajahan Kolonial

Belanda lebih condong ke sistem Eropa Kontinental. Namun

demikian dalam praktek penggunaan sumber hukum tetap mengacu

pada sumber hukum kedua-duanya. Untuk di bawah ini akan

dikemukakan makna sumber menurut para ahli hukum di Indonesia,

seperti sebagai berikut:

C.S.T Kansil (1989: 46). Menguraikan sebagai berikut: Sumber

hukum itu dapat kita tinjau dari material dan segi formal:

1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari

berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah,

sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh:

a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa
kebutuhankebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah
yang menyebabkan timbulnya hukum;

b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan
bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber-sumber hukum formal antara lain:

a. Undang-undang (statute)

b. Kebiasaan (custom)

c. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie)

d. Traktat (treaty)

®

Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)
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3. Undang-undang.

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang
itu mempunyai dua arti, yakni:

a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan
pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara
pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah
bersamasama dengan parlemen);

b. Undang-undang dalam arti material, ialah setiap
keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat

langsung setiap penduduk.
Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang.

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang
menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu
sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam
undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari
sesudah diundangkan dalam L.N untuk Jawa dan Madura, dan
untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah
pengundangan dalam L.N. sesudah syarat tersebut dipenubhi,
maka berlakulah suatu fictie dalam hukum: “Setiap Orang
Dianggap Telah Mengetahui Adanya Sesuatu UndangUndang” hal
ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-

undang tersebut, tidak diperkenankan membela atau
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membebaskan diri dengan alasan: “Saya tidak tahu menahu

adanya undang-undang itu:.

Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang suatu

undang-undang tidak berlaku lagi jika:

a. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-
undang itu sudah lampau;

b. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu
diadakan sudah tidak ada lagi;

c. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi
yang membuat atau instansi yang lebih tinggi,

d. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya

bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.
Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara.

Pada jaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut
Staatsblad (disingkat Stb, atau S.). setelah suatu undang-undang
diundangkan dalam L.N., kemudian diumumkan dalam Berita
Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui

radio/televise dan melalui surat-surat kabar.

Pada jaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De
Javasche Courant, dan dijaman Jepang disebut Kan Po. Adapun

beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara ialah;
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a. Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat
mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-
peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku.
Penjelasan dari pada suatu undang-undang dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor
berurut. Lembaran negara diterbitkan oleh Departemen
Kehakiman (sekarang Sekertariat Negara), yang disebut
dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut.

b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen
Kehakiman (Sekertariat Negara) yang memuat hal-hal
yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan
pemerintah dan memuat suratsurat yang dianggap perlu
seperti: akta pendirian P.T Firma, Koperasi, nama-nama
orang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan
lain-lain.

4. Kebiasaan (Custom).

Kebiasan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan
berulangulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan
tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu
berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan
yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai
pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah
suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang

sebagai hukum.
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5. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada
jaman Hindia-Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen Van
Wetgeving Voor Indonesia yang disingkat A.B. (Ketentuan-
ketentuan Umum tentang Peraturan-peraturan untuk Indonesia).

Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering
diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian
mengenai masalah yang sama. Ada dua macam jurisprudensi
yaitu;

a. Jurisprudensi tetap

b. Jurisprudensi tidak tetap.

Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap, ialah keputusan
hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang
menjadi dasar bagi pengadilan (standard-arresten) untuk

mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu
itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi
pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu
keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Jelaslah bahwa

jurisprudensi adalah juga sumber hukum tersendiri.

6. Traktat (Treaty)
Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah

lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum.
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Dengan demikian antara istilah traktat dan perjanjian
mengandung makna yang sama.

Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (consensus)
tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan
perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang
bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.

Hal ini disebut pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa
perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau
setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut
perjanjian antar negara atau perjanjian internasional! Ataupun
traktat. Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari
negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu
adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang
diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Rakyat Cina tentang “Dwi-Kewarganegaraan”. Jika
diadakan lebih dari dua negara, maka traktat itu adalah traktat
multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang
pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti
oleh beberapa negara Eropa.

Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan
kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut

mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka
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traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka,
misalnya Piagam Persekutuan BangsaBangsa.
7. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai
kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh
hakim.

Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang
pada pendapat seorang atau beberapa orang Sarjana Hukum
yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. dalam penetapan
apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering
menyebut (mengutip) pendapat seseorang Sarjana Hukum
mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika Sarjana
Hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu
menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat
para Sarjana Hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi
hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan
sumber hukum yang sangat penting.

Mahkamah Internasional dalam Piagam Internasional (Statute
of the International Court of Justice) Pasal 38 ayat 1 mengakui,
bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat

mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:
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Perjanjian-perjanjian internasional (International

convention)
Kebiasaan-kebiasaan internasiona (International customs)

Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang
beradab (The general principles of law recognized by
civilized nations)

Keputusan hakim (judical decisions) dan pendapat-

pendapat sarjana hukum.
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Bab IV

Asas Hukum

A. Asas Hukum

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan
hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi
pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau
petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah
sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.

Menurut Satjipto Rahardjo (1996: 47), asas hukum bukan
peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa
mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu
untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak
bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja,
melainkan harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya.
Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-
peraturan hukum serta tata hukum.

Menurut The Liang Gie (1982: 10), asas adalah suatu dalil umum
yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara
khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada
serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi
perbuatan itu.

Untuk mencari arti dari asas hukum yang paling tepat, kiranya
perlu diuraikan pandangan dari para ahli. Berikut ini pandangan
para ahli seperti Bellefroid, van Eikema Hommes, dan Scholten
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tentang arti asas hukum dalam Sudikno Mertokusumo, (2009: 5)
yakni:

Bellefroid berpendapat bahwa azas hukum umum adalah norma
dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum
tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas
hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam
suatu masyarakat.

Sedangkan van Eikema Hommes mengataka bahwa azas hukum
tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret,
akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau
petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum
praktis perlu berorientasi pada azas-azas hukum tersebut. Dengan
kata lain azas hukum ialah dasardasar petunjuk arah dalam
pembentukan hukum positif.

Lain lagi pendapat Van Der Velden, yang mengatakan bahwa azas
hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai
tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman
berperilaku. Azas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang
menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

Menurut Scholten azas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita
pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala
keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang
tidak boleh tidak harus ada.

'I' Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum | 60



Dari apa yang diuraikan di atas daptlah kiranya disimpulkan
bahwa azas hukum bukan merupakan konkret, melainkan
merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan
latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di
belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum
positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-
ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

Azas hukum mempunyai dua landasan. Pertama azas hukum itu
berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai
yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan
faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi azas hukum.

Kecuali itu azas hukum mempunyai fungsi dalam hukum dan
dalam ilmu hukum. fungsi azas hukum dlam hukum menurut
Klandermen bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang
normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengesahkan karena
mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-
undang dan hakim. Akan tetapi di samping itu fungsi azas hukum
dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum: membuat sistem
hukum luwes. Dalam kita mempelajari ilmu hukum azas hukum
mempermudah
dengan memberikan ikhtisar. Azas hukum dalam ilmu hukum hanya
bersifat mengatur dan ekplikatif.

Azas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi

dalam banyak hal juga menciptakan satu sistem: satu sistem, yang
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tidak akan ada tanpa azas itu. Karena sifatnya yang abstrak, maka
azas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan
atau Pasal yang konkret. Kalau peraturan hukum konkret itu dapat
secara langsung diterapkan kepada peristiwanya yang konkret, maka
azas hukum karena bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara
langsung kepada peristiwa konkret.

Berkaitan dengan hal ini Bruggink (1999: 126), menyatakan
karena asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya secara tidak
langsung memberikan pedoman, asas hukum itu tidak selalu
dipositifkan dalam aturan hukum, maka menjadi sulit untuk
mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya.
Misalnya karena para pengemban kewenangan tidak lagi
menegakkan asas hukum tertentu, atau para justisiabel tidak lagi
menerima ukuran nilai itu dan tidak lagi menjadi acuan bagi
perilaku. Namun hal itu tidak mempenagruhi fakta, yang
keberadaannya dapat ditetapkan kemudian, bahwa asas hukum
tertentu nyata-nyata tidak berlaku lagi. Jadi berkenaan dengan hal
dapat kehilangan keberlakuan, antara asas hukum dan kaidah
perilaku tidak terdapat perbedaan.

Azas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan kita.
Dalam setiap azas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang
hendak diraihnya. Bukankah tujuan hukum itu kesempurnaan atau
ketertiban masyarakat: suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. Azas
hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum. Oleh karena itu pula

azas hukum itu pada umumnya merupakan suatu persangkaan
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(presumption), yang tidak menggambarkan suatu kenyataan, tetapi
suatu ideal atau harapan.

Azas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang
mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan
berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh
waktu dan tempat: “historich besttimmt”.

Sekalipun pada umumnya azas hukum itu bersifat dinamis,
namun menurut Scholten, ada azas hukum yang bersifat universal,
yaitu azas kepribadian, azas persekutuan, azas kesamaan, azas
kewibawaan, dan azas pemisahan antara baik dan buruk.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 13), dalam lima asas
hukum sebagaimana dikemukakan oleh oleh Scholten, tampak
adanya cita-cita dan harapan manusia yang melekat pada diri
manusia.

B. Pembagian Asas Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 13), asas hukum dapat
dibagi sebagai berikut:

1. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan
dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in
integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa
apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk
sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain
oleh pengadilan, demi kepastian hukum, asas nebis in idem.

2. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam

bidang tertentu hukum. Asas hukum khusus ini berfungsi
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dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum
perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering
merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta

sunt servanda, asas praduga tak bersalah.
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Kesadaran Hukum

A. Kesadaran Hukum

Sangat sering kita mendengar atau membaca
pernyataanpernyataan yang mengidentikkan "kesadaran hukum”
dengan “ketaatan hukum” atau “kepatuhan hukum”, suatu persepsi
yang keliru. Pelurusan persepsi keliru itu pernah disosialisasikan
oleh Oetoyo Usman, ketika menjabat Menteri Kehakiman, yang di
mana-mana dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa
“kesadaran hukum” itu ada dua:

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan

2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (originaire)
adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe
salah seorang guru besar di Leiden dalam karangannya “De Moderne
Staat”. Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum
kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang
merupakan basis daripada hukum. Undang-undang yang tidak
berdasarkan basis tersebut adalah bukan hukum, ia tidak
mempunyai kekuatan berlaku meskipun ia ditaati baik secara
sukarela maupun karena terpaksa. Demikian fanatiknya ia membela
kesadaran hukum sebagai sumber satu-satunya daripada hukum
sehingga karangannya dicap sebagai konsep negara yang anarkhistis

(de anarchistische staatsidee). La tidak pernah menjelaskan apa
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sebenarnya kesadaran hukum itu yang dianggap sinonim dengan
rasa hukum yang hidup, yang originaire, yang dilukisnya sebagai
kecenderungan manusiawi yang umum yang setiap kali bereaksi
terhadap tingkah-laku sendiri atau tingkah-laku orang Ilain
sebagaimana halnya dengan rasa kesusilaan, rasa indah, rasa
beragama. Kemudian salah seorang pengikutnya R.Kranenburg
dengan menggunakan metode induksi dari Socrates yang oleh
Hymans disempurnakan dalam penyelidikannya terutama dalam
bidang etik menentukan apa yang disebutnya sebagai
“evenredigheids-postulaat” hukum keseimbangan yang dijadikan
kriteria daripada fungsi kesadaran hukum. Keadilan, demikian
Kranenburg, adalah sesuatu yang bukan berada di luar diri manusia
tetapi adalah hal yang telah tertanam dalam kesadaran kita melalui
cara yang tidak dapat diuraikan. Alam nyata yang membentang
dalam kesadaran manusia itu digodok menurut hukum tertentu.
Pernilaian hukum adalah tidak lain daripada hasil penggodokan alam
nyata oleh kesadaran manusia. Orang tidak perlu mempelajari
hukum untuk menentukan penilaian hukum. Karena kesadaran
hukumnya jika seorang anak misalnya merasa tidak adil jika ia
dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Juga karena
kesadaran hukumnya jika ia dengan saudaranya atau dengan
kawankawannya menerima kue atau buah-buahan kemudian
membagibaginya secara adil dan secara merata. Pendapat
Kranenburg sejauh itu masih dapat diterima. Tetapi bagaimana

dengan kesadaran hukum itu jika suatu ketika sebuah mobil curian
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yang dibeli oleh seorang yang beritikad baik kemudian oleh hakim
yang mengadili perkaranya dikembalikan pada pemiliknya semula.
Pembeli beritikad baik itu tentunya akan merasa bahwa putusan itu
adalah tidak adil. Atau hakim berpendapat bahwa pembeli beritikad
baik harus dilindungi, bagaimana dengan kesadaran hukum dari
pemilik pertama yang tentunya akan menolak putusan tersebut

karena merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang
kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu
kajian semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam
mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan
dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/ hubungan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik.

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi: sisi yang
satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi
yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan
tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran
umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan
ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena
kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung
jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu. Akhir-akhir
ini kita banyak mendengar dan membaca tentang kesadaran hukum,
menanamkan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum

adalah istilah-istilah yang tidak asing lagi.
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Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar
terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran

hukum, yaitu:

1. Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum
sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan
aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;

2. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum

dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang
menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat
merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada
awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses
penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka
proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian
antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa
atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan
dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.
Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki,
bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial oleh
penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya
hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat
sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam

ajaran-ajaran tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewusstsein yang
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intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga

masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Tentang masalah ini Krabbe menyatakan, bahwa selain daripada
kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang
lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu
menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang
lebih besar dan pada wewenang biasa yang didasarkan pada
prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam
kehidupan spiritual manusia dewasa ini. Hal yang sama pernah pula
dikemukakan oleh Fuller, sebagai berikut : “To embark on the
enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules
involves of necessity a commitment to the view that man is, or can
become, a responsible agent, capable of understanding and following
rules, and answerable for his defaults. Every departure from the
principles of the law’s inner morality is an affront to man’s dignity as a
responsible agent. To judge his actions by unpublished or retrospective
laws, or to order him to do an act that is impossible, is to convey to him

indifference to his powers of self determination.”

Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah
bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat,
merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga
terungkapkan oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa
sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa

yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial
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yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan
timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan kemudian
dinyatakan, bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada tata
kelakuan (mores) yang ada dan agar pembentukan hukum
mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan
tata kelakuan tersebut. Poclgorecki pernah pula membahas masalah
ini dengan mengkhususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum
dan masyarakat. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-
peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan
masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif
dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan
dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya.
Sudah tentu bahwa pembentukan hukum dapat memperlakukannya
dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya sosial.
Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan
kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam

penerapannya hampir-hampir tidak ada.

B. Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kalau kita bicara tentang meningkatan kesadaran hukum
masyarakat, maka akan timbul pertanyaan: “Apakah kesadaran
hukum masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu
ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya?. Apa yang dapat
kita konstatir mengenai kesadaran hukum ini di dalam masyarakat?”.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kiranya
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diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran
hukum.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang
erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan
hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum
adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya maka yang disebut
hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan
orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran
hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Hal
ini masih memerlukan kritik. Perlu kiranya diketahui bahwa Krabbe
dan Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori
tentang kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap
manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu,
suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita
membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang
seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran tentang apa
hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan
perlindungan Kkepentingan manusia. Bukankah hukum itu
merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi
kepentingan manusia?. Karena jumlah manusia itu banyak, maka
kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat
dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya
pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua

kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa
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atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur
tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang
berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan
oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor
saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa kalau kedua
pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan akan
saling menuduh dengan mengatakan, “Kamulah yang salah, kamulah
yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar
peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu
lintas lebih dulu”. Kalau tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi
pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan
mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak
terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak
akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan-
kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya:
pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama
baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah
manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-
kepentingannya. Salah satu daripada perlindungan kepentingan itu
adalah hukum. Karena disamping hukum masih ada perlindungan
kepentingan macam lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan
dan kaedah kesopanan.

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa

timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya
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bentrok antara kepentingan manusia atau “conflict of human
interest”.

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka
manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan,
menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai
terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak
boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri dalam
melaksanakan haknya berbuat semaunya sehingga merugikan
kepentingan manusia lain.

Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang
seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak
kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti
kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap
orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau
toleransi. Kalau saya tidak mau diperlakukan demikian oleh orang
lain, maka saya tidak boleh memperlakukan orang lain demikian
pula, sekalipun saya sepenuhnya melaksanakan hak saya. Kalau saya
tidak suka tetangga saya berbuat gaduh di malam hari dengan
membunyikan radionya keraskeras, maka saya tidak boleh berbuat
demikian juga. Tepo seliro berarti bahwa seseorang harus mengingat,
memperhatikan dan menghormati kepentingan orang lain dan
terutama tidak merugikan orang lain. Penyalahgunaan hak atau abus
dedroit seperti misalnya mengendarai sepeda motor milik sendiri

yang diperlengkapi dengan knalpot yang dibuat sedemikian sehingga
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mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memekakan telinga jelas
bertentangan dengan sikap tepo seliro.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata
berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-
ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat
kepada undangundang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak
tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul
dari kejadiankejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau
suatu peristiwa terjadi secara berulang dengan ajeg, maka lama-lama
akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah
seharusnya atau seyogyanya, dan hal ini akan menimbulkan
pandangan bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu
merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi beturut-
turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakukan dan disebut
kebiasaan, lama-lama akan mempunyai kekuatan mengikat (die
normatieve kraft des kaktischen).

Memang kesadaran akan kewajiban hukum ini merupakan salah
satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor lain untuk
timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. Akan
tetapi kesadaran akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu
sampai terjadinya suatu peristiwa secara berulang. Suatu peristiwa
cukup terjadi sekali saja untuk dapat memperoleh kekuatan
mengikat asal peristiwa yang hanya terjadi sekali saja itu cukup
menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa peristiwa atau tindakan

itu seyogyanya terjadi atau dilakukan.
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Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain
merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat
tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam
masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk
daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi
berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama,
ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam
masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, akan
tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat
subyektif.

Tindakan atau cara apakah yang sekiranya efektif untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?. Tindakan drastis
misalnya memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih
mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-
undang saja, yang hanya bersifat insidentil dan kejutan, kiranya
bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu
lamanya akan tampak atau terasa
adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat
dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang
drastis yang bersifat insidentil saja.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran
hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada
hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum
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masyarakat. Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum,
sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan
suatu “blue print of behaviour” yang memberikan pedoman tentang
apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang.
Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-
tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan daripada
nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan
kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan
nilai-nilai kebudayaan ini dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh
karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab
merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan
pembinaannya yang utama, efektif dan efsien ialah dengan
pendidikan.

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “einmalig”
atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang
kontinu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran
hukum ini akan makan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan
kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil
peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat
hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun
lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme,
tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk
mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena

secara in